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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  LatarBelakang 

Rencana Kerja satuan pemerintah daerah ( Renja) OPD merupakan dokumen 

perencanaan satuan kerja pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

Dalam penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang 

dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. 

Seiringdengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung 

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses penyusunan 

RenjaTahun 2023 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, 

sebagaimanadiaturdalamPeraturanPemerintahNomor 86Tahun 2017tentangTata Cara 

Perencanaan, Pengendalian, danEvaluasi Pembangunan  Daerah, Tata Cara 

EvaluasiRancanganPeraturan Daerah tentanganRencana Pembangunan JangkaPanjang 

Daerah danRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara 

PerubahanRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, danRencanaKerjaPemerintah 

Daerah. Pertama-tama dilakukanevaluasiataspelaksanaanRenjatahunsebelumnya, 

evaluasicapaianRenstra, sampaipadapengkajianterhadapkondisiterkini yang 

dihadapi.Langkahiniditempuhgunamendapatkangambaransecarajelascapaian target 

sertakondisiterkinisebagaiinformasipentinguntukperumusan program/kegiatanberikutnya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, memberikan kriteria 

bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan 

penganggaran. Untuk Tahun Anggaran 2023, proses Penyusunan Dokumen Perencanaan 

sudah harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang menjadi landasan implementatif 

pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan 

daerah dan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang telah ditetapkan 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 
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dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen 

perencanaan pembangunan daerah dan dokumen rencana kerja perangkat daerah 

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, 

PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik yang 

merupakan ketentuan implementatitf dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah 

(SIPD). 

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat 

kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan untuk periode  satu tahun. 

Dokumen Renja menjadi dasar bagi OPD  dalam menampung program, kegiatan dan sub 

kegiatan di dalam KUA PPAS  serta rencana program/kegiatan/sub kegiatan untuk Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 16 ayat 2, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan 

tahapan : 

1. Persiapan penyusunan; 

2. Penyusunan rancangan awal; 

3. Penyusunan rancangan; 

4. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah; 

5. Perumusan rancangan akhir; dan 

6. Penetapan. 

Mengacupadaprinsip-prinsiptersebutdiatas, makaPenyusunanRenjaDinasKoperasi, 

UKMProvinsi Sumatera Barat Tahun 2023 juga berpedomanpadaVisiMisiPresiden RI 

sebagaimanadinyatakandalam 9 (sembilan) agenda prioritasNawaCita, RPJPD Provinsi 

Sumatera Barat 2005-2025, RencanaStrategis (Renstra) DinasKoperasi, UMKMProvinsi 

Sumatera Barat Tahun 2021-2026danmengacupada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2022. Renjainidisusununtukjangkawaktu 1 (satu) tahun yang memuattentang program 

dankegiatan yang akandilaksanakandalamrangkamenunjangvisidanmisiKepala Daerah 

terpilih. Program dankegiatandalamRenjaDinasKoperasi, UKMProvinsi Sumatera Barat 

Tahun 2023masihbersifatindikatifkarenamasihharusdiselaraskandengan program 

dankegiatanprioritasdaerah. 
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Gambar 1 Bagan alur penyusunan Renja OPD  

Berdasarkangambardiatasdapatdisimpulkan, 

bahwapenyusunanRenjaOPDtidakterlepasdari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, 

RPJM Daerah, Renstra K/L danRenstraOPDdan RKPD Daerah. 

Berpedomanpadadokumenmenurutalurperencanaantersebut, makaRenjaDinasKoperasi, 

UKMProvinsi Sumatera Barat Tahun 2023disusunhinggamenjadisebuahdokumen yang 

akanmenjadiacuanuntuk 1 (satu) tahunkedepan.  

PenyusunanRenjaDinasKoperasi, UKMProvinsi Sumatera Barat tahun 2023 mengacu 

pada RancanganRenstra Tahun 2021-2026, yang merupakan tahun ke- 1 (pertama) 

pelaksanaan Renstra.  

RKPD memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun dan menjadi 

dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan Renja Dinas 

Koperasi, UKM Tahun 2023 dengan RKPD Propinsi Sumatera Barat adalah termuat dalam 

BAB V Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam tabel matrik rencana program 

kegiatan Dinas Koperasi, UMKM yang memuat perkiraan maju rencana tahun 2023 yang 

terdiri dari target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif. 

Dalam rangka pengembangan Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM 

telah mengalokasikan program-program kegiatan pada tahun 2023, sebagai berikut : 

a)  program kewirausahaan, usahamikro, kecilmenengah 

b)  program dukunganmanajemendanpelaksanaantugasteknislainnya 

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI di 

Sumatera Barat adalah program kewirausahaan, usahamikro, kecilmenengah. Sehingga 
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untuk Renja Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2023 juga mengacu kepada program –

program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.  

1.2.  LandasanHukum 

1) Undang-UndangNomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian 

2) Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan 

Nasional. 

3) Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuangan Antara 

PemerintahPusatdanPemerintahan Daerah. 

4) Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil danMenengah 

5) Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;  

6) PeraturanPresidenRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentangRencana 

Pembangunan JangkaMenengahNasionalTahun 2020-2024 

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,tentang Tata 

caraPerencanaan, Pengendalian, danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

caraEvaluasiRancanganPeraturan Daerah tentangRencana Pembangunan 

JangkaPanjang Daerah danRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta 

Tata caraPerubahanRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana 

Pembangunan JangkaMenengah Daerah, danRencanaKerjaPemerintah Daerah 

8) PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 70 Tahun 2019 

tentangSistemInformasiPemerintah Daerah; 

9) PeraturanMenteriDalamNegeriNomor90 Tahun 2019tentangKlasifikasi, 

KodefikasidanNomenklaturPerencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah; 

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; 

12) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7); 
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13) Peraturan Daerah  Nomor 8 Tahun 2016 tentangPembentukanOrganisasiPerangkat 

Daerah Provinsi Sumatera Barat; 

14) Peraturan Daerah  Nomor 16 Tahun 2019 

tentangPemberdayaandanPerlindunganKoperasidan Usaha Kecil 

1.3.  MaksuddanTujuan 

Bertitiktolakdarihal- hal yang telahdisebutkan, makamaksudpenyusunanRenja OPD 

Dinas Koperasi, UKMadalahuntukmemberikangambaranmengenaikebijakan, program 

dankegiatanbesertaindikatorkinerjadanpaguindikatifmasing-masing program kegiatan yang 

akandilaksanakanolehDinasKoperasi, UKMProvinsi Sumatera Barat 

untuksatutahunmendatang. SecararincimaksuddaripenyusunanRenjaDinasKoperasi, 

UKMProvinsi Sumatera Barat adalahsebagaiberikut : 

1. MemberikanarahbagiseluruhjajaranmanajemenDinasKoperasi, UKMProvinsi Sumatera 

Barat dalammelaksanakan program dankegiatanuntukmemberikanpelayanan yang 

prima kepadamasyarakat. 

2. Sebagaidokumenperencanaansatutahungunamembangunkinerja yang 

lebihakuntabelpadaDinasKoperasi dan PerdaganganProvinsi Sumatera Barat. 

SelainituTujuanpenyusunanRencanaKerja (Renja) DinasKoperasi, UKMProvinsi 

Sumatera Barat Tahun 2023adalah : 

1. MewujudkankonsistensidansinkronisasiperencanaantahunanDinasKoperasi, 

UKMProvinsi Sumatera Barat berdasarkanRenstraDinasKoperasi, UKMProvinsi 

Sumatera Barat danhasilMusrenbang RKPD untukmelaksanakanFungsiDinasKoperasi, 

UKMProvinsi Sumatera Barat. 

2. MenjadikanRenjasebagaisuatuperangkatmanjerialdalammanajemenperencanaanefekti

f, efisien, danakuntabeldalamkurunwaktusatutahunkedepan. 

3. Menyelaraskanperencanaan program 

kegiatandalampenganggarantahunanDinasKoperasi, UKMProvinsi Sumatera Barat. 

4. MenyediakaninformasidangambaranhasilevaluasipelaksanaanfungsiDinasKoperasi, 

UKMProvinsi Sumatera Barat sertaindikatorkinerjaDinasKoperasi, UKMProvinsi 

Sumatera Barat yang akandiwujudkandalampelaksanaan program satutahunkedepan 

1.4.  SistematikaPenulisan 



 

6 | Renja Tahun 2023 

 

Renja 2023DinasKoperasi, UKMProvinsi Sumatera Barat 

disusundenganmengikutisistematikapenulisansebagaiberikut : 

BAB I. Pendahuluan 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penuyusunan Renja 

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat  agar substansi pada bab-bab 

berikutnya dapat dipahami dengan baik. 

1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses 

penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen 

RKPD, Renstra K/L, Renstra OPD. 

1.2. Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur 

tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan 

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja 

OPD. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan 

garis besar isi dikumen. 

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat 

Tahun lalu. 

2.1.    EvaluasiPelaksanaanRenjaDinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera 

BaratTahunLaludanCapaianRenstraDinas Koperasi, UKM Provinsi 

Sumatera Barat. 

Bab inimemuatkajian (review) terhadap hail 

evaluasipelakanaanRenjaDinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera 

Barattahun 2021, mengacupada APBD tahunberjalan yang 

seharusnyapadawaktupenyusunanRenja SKPD sudahdisahkan. 

Selanjutnyadikaitkandenganpencapaian target RenstraDinas Koperasi, 

UKM Provinsi Sumatera Baratberdasarkanrealisasi program 



 

7 | Renja Tahun 2023 

 

dankegiatanpelaksanaanRenjaDinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera 

Barattahun-tahunsebelumnya. 

2.2.    AnalisisKinerjaPelayanan SKPD. 

BerisikankajianterhadapcapaiankinerjapelayananDinas Koperasi, UKM 

Provinsi Sumatera Baratberdasarkanindikatorkinerja yang 

sudahditentukandalam SPM, maupunterhadap IKK. 

2.3.     Isu-isuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsiDinas Koperasi, UKM 

Provinsi Sumatera Barat. 

Berisikanuraianmengenaisejauhmana tingkatkinerjapelayananDinas 

Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Baratdanhalkritis yang 

terkaitdenganpelayananDinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat 

2.4.    Review TerhadapRancanganAwal RKPD 

Berisikanuraianmengenai proses yang 

dilakukanyaitumembandingkanantararancanganawal RKPD 

denganhasilanalisiskebutuhan 

2.5.    Review atas usulan Kabupaten/Kota 

Berisikan tentang usulan program kegiatan yang mengakomodir 

kebutuhan Kabupaten/Kota 

2.6.    PenelaahanUsulan Program danKegiatanMasyarakat 

Dalambagianinidiuraikanhasilkajianterhadap program/kegiatan yang 

diusulkan para pemangkukepentingan, 

baikdarikelompokmasyarakatterkaitlangsungdenganpelayananprovinsi, 

LSM, asosiasi-asosiasi, perguruantinggimaupundari SKPD kabupaten/kota 

yang langsungditujukankepada SKPD 

provinsimaupunberdasarkanhasilpengumpulaninformasi SKPD 

provinsidaripenelitianlapangandanpengamatanpelaksanaanmusrenbangka

bupaten/kota (bilasudahdilakukan). 

BAB III. Tujuan, Sasarandan Program Kegiatan 

3.1.     TelaahanTerhadapKebijakan Nasional 

Telaahanterhadpakebijakannasionaldansebagaimanadimaksud, 

yaitupenelahaan yang 

menyangkutarahkebijakandanprioritaspembangunannasionaldan yang 
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terkaitdengantugaspokokdanfungsiOPD. 

3.2.     TujuandanSasaran 

Perumusantujuandansasarandidasarkanatasrumusanisu-

isupentingpenyelenggaraantugasdanfungsi SKPD yang 

diakitkandengansasaran target kinerjaRenstraOPD. 

3.3.     Program danKegiatan 

Uraiangarisbesarmengenairekapitulasi program dankegiatan, antara lain 

meliputi : 

1. Jumlah program danjumlahkegiatan. 

2. Sifatpenyebaranlokasi program dankegiatan. 

3. Total kebutuhan dana/paguindikatif yang 

dirincimenurutsumberpendanaannya. 

BAB IV RencanaKerjadan PendanaanPerangkat Daerah 

Berisi uraian program dankegiatansertapendaanaantahunanggaran 2023 

BAB V Penutup 

Berisi uraian berupa penjelasancatatanpenting yang 

perlumendapatperhatianbaikdalamrangka pelaksanaannya maupun ketersediaan 

anggaran, kaidah-kaidahpelaksanaandanrencanatindaklanjut 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD 

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauhmana kemampuan Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat dalam 

menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang 

mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang 

menyebabkan target tidak tercapai.  

2.1.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021  

Dalam rangka  mendukung dan menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2021 

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah mendapat alokasi anggaran Belanja 

Langsung dari APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 25.615.171.741,-

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 8 program,17 kegiatan dan 35 

Sub Kegiatan. Dari jumlah tersebut realisasi anggaran yang telah terserap adalah Rp. 

24.032.646.456,- atau sebesar 93,82%. 

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran untuk 

belanja pegawai sebesar Rp 6.598.078.989 dengan realisasi sebesar Rp 6.550.582.906  

atau dengan capaian sebesar 99,28 %. Untuk Belanja Barang dan Jasa, alokasi 

anggarannya sebesar Rp 18.740.740.843 dengan realisasi sebesar Rp 17.208.603.550 atau 

dengan capaian sebesar  91,82%.  Sedangkan Belanja Modal, Dinas Koperasi, UKM 

mempunyai anggaran sebesar Rp. 276.352.000 dengan realisasi Rp 273.460.000,- atau 

dengan capaian sebesar  98,95 %. 

Tabel 2.1. 
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021 
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Dari tabel realisasi diatas dapat kami jelaskan realisasi dari pelaksanaan 

program/kegiatan tahun 2021 sebagai berikut : 

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri atas 8 kegiatan 

dengan 23 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 10.820.328.109,- 

terealisasi sebesar Rp. 10.473.302.352,- atau dengan capaian sebesar 96,79%,  

dengan dukungan kegiatan : 

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri atas 

3 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 149.592.500,- terealisasi 

sebesar Rp. 117.124.300,- atau dengan capaian sebesar 78,30%. Penjelasan 

dari sub kegiatan adalah sebagai berikut : 

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 

perencanaan perangkat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.138.750,- 

terealisasi sebesar Rp. 32.103.200,- atau dengan capaian sebesar 91,36% 

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 76.013.500,- terealisasi 

sebesar Rp. 50.975.550,- atau dengan capaian sebesar 67,06% 
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- Evaluasi Kinerja perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

38.440.250,- terealisasi sebesar Rp. 34.045.550,- atau dengan capaian 

sebesar 88,57% 

- Administrasi Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

6.607.329.248,- terealisasi sebesar Rp. 6.559.792.406,- atau dengan capaian 

sebesar 99,28%. Penjelasan dari sub kegiatan adalah sebagai berikut : 

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS, Gaji dan tunjangan ASN yag 

dibayarkan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.256.568.898,- terealisasi 

sebesar Rp. 6.218.652.906,- atau dengan capaian sebesar 99,39% 

- Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu anggaran 

sebesar Rp. 330.458.000,- terealisasi sebesar Rp. 322.293.000,- atau 

dengan capaian sebesar 97,53% 

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan 

pagu anggaran sebesar Rp. 3.525.100,- terealisasi sebesar Rp. 3.387.000,- 

atau dengan capaian sebesar 96,08% 

- Koordiansi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan, 

Semesteran SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.777.250,- 

terealisasi sebesar Rp. 15.459.500,- atau dengan capaian sebesar 92,15% 

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu 

anggaran sebesar Rp. 39.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.999.300,- atau 

dengan capaian sebesar 93,91%, dengan sub kegiatan : 

- Pengamanan Barang milik daerah SKPD, Jaminan barang milik daerah 

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 

36.999.300,- atau dengan capaian sebesar 93,91% 

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar 

Rp. 50.440.000,- terealisasi sebesar Rp. 48.824.000,- atau dengan capaian 

sebesar 96,80%. Penjelasan dari sub kegiatan adalah sebagai berikut : 

- Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya, dengan pagu 

anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 43.384.000,- atau 

dengan capaian sebesar 96,41% 

- Bimbingan Teknis Imlementasi peraturan Perundang-Undangan, dengan 

pagu anggaran sebesar Rp. 5.440.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.440.000,- 

atau dengan capaian sebesar 100% 
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- Administrasi Umum dan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

915.750.269,- terealisasi sebesar Rp. 875.053.941,- atau dengan capaian 

sebesar 95,56%. Penjelasan dari sub kegiatan adalah sebagai berikut : 

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan 

pagu anggaran sebesar Rp. 36.566.100,- terealisasi sebesar Rp. 

36.371.000,- atau dengan capaian sebesar 99,47% 

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran 

sebesar Rp. 355.962.600,- terealisasi sebesar Rp. 352.251.500,- atau 

dengan capaian sebesar 98,96% 

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

77.389.300,- terealisasi sebesar Rp. 77.188.500,- atau dengan capaian 

sebesar 99,74% 

- Penyediaan bahan cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran 

sebesar Rp. 59.590.500,- terealisasi sebesar Rp. 55.215.000,- atau dengan 

capaian sebesar 92,66% 

- Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan 

pagu anggaran sebesar Rp. 14.480.000,- terealisasi sebesar Rp. 

12.660.000,- atau dengan capaian sebesar 87,43% 

- Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu 

anggaran sebesar Rp. 371.761.769,- terealisasi sebesar Rp. 341.367.941,- 

atau dengan capaian sebesar 91,82% 

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 

pagu anggaran sebesar Rp. 8.986.800,- terealisasi sebesar Rp. 8.982.000,- atau 

dengan capaian sebesar 99,95%. Penjelasan sub kegiatan sebagai berikut : 

- Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.986.800,- terealisasi 

sebesar Rp. 8.982.000,- atau dengan capaian sebesar 99,95% 

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

11.481.250,- terealisasi sebesar Rp. 11.228.600,- atau dengan capaian 

sebesar 97,80% 
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- Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu 

anggaran sebesar Rp. 480.555.000,- terealisasi sebesar Rp. 434.918.328,- 

atau dengan capaian sebesar 90,50% 

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar 

Rp. 1.638.141.400,- terealisasi sebesar Rp. 1.507.207.977,- atau dengan 

capaian sebesar 92,01% 

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 918.651.642,- terealisasi sebesar Rp. 

873.171.500,- atau dengan capaian sebesar 95,05%. Penjelasan dari sub 

kegiatan sebagai berikut :  

- Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Jasa pemeliharaan dan pajak 

kendaraan dinas/operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

163.390.000,- terealisasi sebesar Rp. 153.010.450,- atau dengan capaian 

sebesar 93,65%  

- Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

41.738.100,- terealisasi sebesar Rp. 33.554.000,- atau dengan capaian 

sebesar 80,39% 

- Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, dengan 

pagu anggaran sebesar Rp. 713.523.542,- terealisasi sebesar Rp. 

686.607.050,- atau dengan capaian sebesar 96,23% 

II. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

212.603.477,- terealisasi sebesar Rp. 191.516.708,- atau capaian sebesar 90,08%, 

dengan dukungan kegiatan : 

- Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah 

Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, dengan 

pagu anggaran sebesar Rp. 91.232.627,- terealisasi sebesar Rp. 75.749.700,- 

atau dengan capaian sebesar 83,03%. Penjelasan sub kegiatan sebagai berikut: 

- Fasilitas Izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah 

Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dengan 

pagu anggaran sebesar Rp. 91.232.627,- terealisasi sebesar Rp. 

75.749.700,- atau dengan capaian sebesar 83,03% 

2) Penerbitan Izin pembukaan kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi, 

kas koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan 
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Lintas Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 121.370.850,- terealisasi 

sebesar Rp. 115.767.008,- atau dengan capaian sebesar 95,38%. Penjelasan 

sub kegiatan sebagai berikut : 

- Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik, dengan 

pagu anggaran sebesar Rp. 121.370.850,- terealisasi sebesar Rp. 

115.767.008,- atau dengan capaian sebesar 95,38%. 

III. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

499.435.400,- terealisasi sebesar Rp. 488.282.600,- atau capaian sebesar 97,77%, 

dengan dukungan kegiatan :  

1)  Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya lintas 

daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

499.435.400,- terealisasi sebesar Rp. 488.282.600,- atau capaian sebesar 

97,77% sub kegiatan pendukung adalah sebagai berikut : 

- Meningkatan akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan , Kesinambungan dan 

Memberikan manfaat yang sebesar besarnya ke pada anggota dan 

masyarakat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 202.555.100,- terealisasi 

sebesar Rp. 199.071.600,- atau capaian sebesar 98,28%.  

- Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundanga-Undangan 

dan terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, mandiri, tangguh serta 

Akuntabilitas, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 296.880.300,- terealisasi 

sebesar Rp. 289.211.000,- atau capaian sebesar 97,42% 

IV. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

1.029.819.300,- terealisasi sebesar Rp. 943.679.893,- atau capaian sebesar 91,64%, 

dengan dukungan kegiatan sebagai berikut : 

1)  Penilaian Kesehatan koperasi Simapn Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi 

yang wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi, 

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.029.819.300,- terealisasi sebesar Rp. 

943.679.893,- atau capaian sebesar 91,64%, dengan rincian sebagai berikut : 

- Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, manajemen Efisiensi, 

Likuiditas, Jati diri koperasi pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi, dengan 

pagu anggaran sebesar Rp. 925.787.100,- terealisasi sebesar Rp. 

840.978.743,- atau capaian sebesar 90,84%   
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- Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

104.032.200,- terealisasi sebesar Rp. 102.701.150,- atau capaian sebesar 

98,72% 

V. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

6.354.969.005,- terealisasi sebesar Rp. 5.679.243.047,- atau capaian sebesar 89,37% 

dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

1) Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah 

Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, sub kegiatan Peningkatan 

Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi 

SDM Koperasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.531.715.855,- terealisasi 

sebesar Rp. 2.269.150.100,- atau capaian sebesar 89,63%  

2) Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, sub kegiatan Pendidikan dan 

latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 

(satu) daerah Provinsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.823.253.150,- 

terealisasi sebesar Rp. 3.410.092.947,- atau capaian sebesar 89,19% 

VI. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, kegiatan Pemberdayaan dan 

Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.794.733.450,- terealisasi 

sebesar Rp. 3.615.807.025,- atau capaian sebesar 95,28% dengan rincian sub 

kegiatan sebagai berikut : 

- Perluasan Akses pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi 

dan Restruktulisasi Usaha, dengan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

1.671.202.800,- terealisasi sebesar Rp. 1.604.975.599,- atau capaian sebesar 

96,04%  

- Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, 

Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi 

usaha,  dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.123.530.650,- terealisasi sebesar 

Rp. 2.010.831.426,- atau capaian sebesar 94,69% 

VII. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha 

Mikro (UMKM), kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui 

Pendataan, Kemitraan, Kemudahaan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan 

para pemangku dengan sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi 

Usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Laporan 
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Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan 

dengan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 797.285.150,- terealisasi sebesar Rp. 

706.490.900,- atau capaian sebesar 88,61% 

VIII. Program Pengembangan UMKM, kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan 

Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah, sub kegiatan Produksi 

dan Pengolahan Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain Teknologi, dengan 

pagu anggaran sebesar Rp. 2.105.997.850,- terealisasi sebesar Rp. 1.934.323.931,- 

atau capaian sebesar 91,85%  

Rangkuman tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja disajikan sebagaimana dalam 

Tabel T.VI.C.5  dibawah ini. 
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Tabel 2.2 ( T.IV.C.5) 
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 
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2.1.2.  Capaian Renstra OPD 

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan 

pelaporan akuntabilitas.OPD dapat dikatakan berhasil jika indicator-indikator yang 

ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran.Tanpa adanya 

pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian tujuan 

dan sasaran OPD. 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 065-1038-2018 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 065-832-2018 tentang 

Penetapan Hasil Rekomendasi Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Koperasi mempunyai tujuan “ 

Meningkatnya Peran Koperasi dan UKM dalam Meningkatkan Pendapatan 

Masyarakat”.  

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, Dinas Koperasi, UKM 

Provinsi Sumatera Barat telah menetapkanSasaran strategis sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM  

2. Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi 

Berkenaan dengan pencapaian sasaran strategis tersebut diatas,pengukuran 

kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan 

realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini 

dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dan membandingkan realisasi kinerja 

dengan standar serta membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja 

provinsi lain yang berdekatan.Pengukuran kinerja tahun 2021 ini merupakan hasil 

pengukuran yang masih bersifat sangat sementara karena data yang digunakan 

dalam pengukuran ini adalah data dari Kabupaten/Kota yang masih menunggu 

pernghitungan dari petugas data Kabupaten/Kota.Kriteria penilaian yang diuraikan 

dalam Gambar 1akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM 

Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) 

sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas 

Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh 

Tabel 10. 
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Tabel 2.3. 

Capain Kinerja Tahun 2021 

 
No Sasaran 

Stretegis 
Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 

       

1 Meningkatny

a kualitas 

Koperasi dan 

UKM 

Persentase 
peningkatan nilai 
asset koperasi 

% 1,5 2,29 152,67 

Persentase 
peningkatan nilai 
omset koperasi 

% (18) (7,07) 160,72 

Persentase 
koperasi aktif 

% 79 48,94 61,95 

Jumlah produk 

UKM yang 
terstandarisasi 

buah 40 45 112,5 

Rata-rata Capaian Sasaran 1    121,96% 

2 Meningkatny
a kualitas 
tata kelola 

organisasi 
 

Nilai evaluasi 
akuntabilitas 
kinerja 

kategori  

BB 

 

B 

 

96,14% 

Rata-rata Capaian Sasaran 2    96,14% 

Rata-rata capaian Sasaran 1 dan sasaran 2   109,05% 

Sumber : Dinas Koperasi, UKM Prov Sumatera Barat 
 

Dari Tabel10 diatas, hasil pengukuran kinerja menunjukan 2 (dua) sasaran yang ingin 

dicapai dalam tahun 2021 berhasil mencapai tingkat capaian yang telah ditetapkan 

dengan rata-rata pencapaian sasaran strategis sebesar 109,05%yang termasuk 

kategori keberhasilan sangat baik. 

Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis yang 

terdapat pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja 3 indikator 

capaiannya sangat baiksedangkan dua indicator lagi dengan capaian baik dan cukup. 

Hal ini disebabkan karena pada awal tahun 2021masih terjadi pandemic covid 19 

yang berdampak kepada pertumbuhan asset koperasi, omset koperasi serta jumlah 

koperasi yang aktif. Dari lima indikator diatas capaian realisasi indikator tertinggi 

adalah persentase peningkatan nilai omset koperasi.  

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas 

Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut: 
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I.  Meningkatnya Peran Koperasi dan UKM dalam Meningkatkan 

Pendapatan Masyarakat  

Tujuan “ Meningkatnya Peran Koperasi dan UKM dalam Meningkatkan 

Pendapatan Masyarakat dicapai dengan menetapkan sasaran strategis “ 

Meningkatnya kualitas Koperasi dan UKM” yang diukur dengan 4 ( empat ) 

indicator kinerja. Tujuan , sasaran dan indicator dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

Gambar 2  : Tujuan dan Sasaran Strategis I 

Pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas Koperasi dan UKM” didukung oleh 

pencapaian 4 (empat) indicator kinerja. Pencapaian target dari indicator 

tersebut adalah : 

1.   Persentase Peningkatan Nilai Asset Koperasi 

Nilai asset koperasi terdiri atas modal luar dan modal sendiri. Modal sendiri 

terdiri atas : simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah.  

Sedangkanmodal luarberasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau 

anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan 

surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah.  

1.1  Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini 

Realisasi kinerja persentase Peningkatan nilai asset koperasi pada tahun 

2021 adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.4 

Pencapaian Kinerja Indikator 
Persentase Peningkatan Nilai Asset Koperasi  

 
Indikator Target Realisasi Capaian Kategori 

     

Persentase 

peningkatan nilai 
asset koperasi 

1,5% 2,29% 152,67% Sangat Baik 

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM 

Dari Tabel 11 tersebut terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Persentase Peningkatan Nilai Asset Koperasi Tahun 2021 berhasil dicapai 

dengan capaian sebesar 152,67% termasuk kategori keberhasilan 

sangat baik. Arti capaian 152,67% diatas adalah bahwa nilai asset 

koperasi di Sumatera Barat mengalami peningkatan yang tinggi. 

Peningkatan nilai asset ini disebabkan adanya penambahan anggota 

yang berdampak kepada peningkatan modal sendiri dari simpanan 

anggota baru.Selain itu peningkatan nilai asset koperasi juga disebabkan 

adanya pertambahan modal luar koperasi dari tahun 2020 sebesar Rp. 

180.239.550.000. 

Indikator Kinerja Presentase Peningkatan Nilai Asset Koperasi diatas 

didapat dari: 

 

Rp. 5.546.372.160.000 - Rp. 5.422.227.810.000 x 100% = 2,29% 
Rp. 5.422.227.810 

      

 

Pada tahun 2020 nilai asset koperasi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 

Rp. 5.422.227.810.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. Rp. 

124.144.350.000  sehingga pada tahun 2021 nilai asset koperasi 

menjadi Rp. 5.546.372.160.000,-. Perkembangan nilai asset koperasi di 

kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 2.5 
Perkembangan Nilai Asset Koperasi pada Kab/Kota  

Tahun 2020 – 2021  

(dalam juta) 
No Kab/Kota Nilai Asset ( Rp. Juta) 

2020 2021 

1 Provinsi 65.436,74 216.525,31 

2 Kab. Agam 460.893,78 471.911,12 

3 Kab. Pasaman 144.150,72 141.290,60 

4 Kab. Pasaman Barat 348.454,71 326.328,09 

5 Kab. Lima Puluh Kota 274.111,44 263.138,77 

6 Kab. Solok 160.042,63 164.622,83 

7 Kab. Solok Selatan 62.987,70 46.141,61 

8 Kab. Pdg Pariaman 175.15,.63 145.526,10 

9 Kab. Pesisir Selatan 212.97,.00 212.976,00 

10 Kab. Tanah Datar 355.386,52 371.740,97 

11 Kab. Sijunjung  81.980,90 102.831,22 

12 Kab. Dharmasraya 334.308,25 358.885,53 

13 Kab. Kep. Mentawai 12.856,81 11.665,71 

14 Kota Bukittinggi 300.268,85 294.693,36 

15 Kota Padang 1.660.998,08 1.847.661,36 

16 Kota Sawahlunto 81.568,09 76.386,37 

17 Kota Padang Panjang 114.057,87 88.777,15 

18 Kota Solok 120.005,74 100.625,71 

19 Kota Payakumbuh 382.503,71 203.127,20 

20 Kota Pariaman 74.087,64 75.862,82 

 Jumlah 5.422.227,81 5.546.372,16 

 

Pada tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata nilai asset koperasi di 

kabupaten/kota naik meskipun peningkatan assetnya tidak begitu 

signifikan. Kabupaten/Kota penyumbang asset tertinggi adalah Kota 
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Padang, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung dan Kab. 

Dharmasraya.  

2.  Persentase Peningkatan Nilai Omset Koperasi 

Omset koperasi atau volume usaha koperasi adalah total nilai pendapatan 

barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan yang terdiri dari  

volume usaha simpan pinjam dan volume usaha lainnya atau sector riil. Pada 

hakekatnya aktivitas ekonomi koperasi dapat dilihat dari besaran volume 

usaha koperasi. 

2.1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini 

Peningkatan nilai omset koperasi pada tahun 2021 adalah 

sebagaimana tertera dalam tabel berikut : 

Tabel 2.6 
Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Peningkatan Nilai Omset 

Koperasi 

 
Indikator Target Realisasi Capaian 

    

Persentase peningkatan nilai 
omset koperasi 

(18)% (7,07%) 160,72 

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM 

Dari Tabel 2.6 tersebut terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Persentase Peningkatan Nilai Omset Koperasi Tahun 2021dicapai 

dalam angka minus 7,07%. Apabila kita bandingkan dengan target, 

kinerja pencapaian persentase peningkatan nilai omset koperasi cukup 

bagus yakni dari target minus 18% terealisasi minus 7,07% atau 

dengan capaian sebesar 160,72%. 

Persentase peningkatan nilai omset koperasi didapat dari perhitungan: 

Rp. 4.903.608.310.000 - Rp.  5.276.793.000.000 x 100% = (7,07)% 
Rp. 5.276.793.000.000 

      

 

Sedangkan Angka capaian 160,72% diperoleh dari perhitungan 

formulasi :  

 

 

 

{2 x target- realisasi / target} x 100% 

{2 x (18) - 7,07/(18)} x 100 % = 160,72% 
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Pada tahun 2020 nilai omset koperasi di Sumatera Barat sebesar Rp. 

5.276.793.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 

373.184.690.000 sehingga pada tahun 2021 nilai omset koperasi turun 

menjadi Rp. 4.903.608.310.000,. 

 

3.  Persentase Koperasi Aktif 

Perkembangan koperasi di Sumatera Barat saat ini menunjukkan kinerja 

yang secara umum positif.Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa 

koperasi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.Perkembangan koperasi 

juga dipengaruhi oleh perkembangan koperasi aktif.Karena peningkatan 

jumlah koperasi tidak ada artinya apabila jumlah koperasi aktif menurun. 

3.1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini 

Capaian indikator “Persentase Koperasi Aktif adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.7 
Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Koperasi Aktif  

 
Indikator Target Realisasi Capaian 

    

Persentase Koperasi 
Aktif 

79% 48,94% 61,95% 

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM 

Dari Tabel 2.7 tersebut terlihat bahwa capaian indicator presentase 

koperasi aktif dalam kategori cukup.Indikator Kinerja Presentase  

Koperasi Aktif dengan target 79% tercapai 48,94% atau dengan 

capaian sebesar 61,95% (cukup ).  

Capaian persentase koperasi aktif tersebut diatas didapat dari 

perhitungan : 

1981 X100% = 48,94% 

4048       

 

Jumlah koperasi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebanyak 

4.048 unit. Dari jumlah tersebut yang aktif sebanyak 1.981 unit dan 

tidak aktif sebanyak 2.067.  
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4.  Jumlah Produk UKM yang terstandarisasi 

Perekonomian Provinsi Sumatera Barat akan memiliki fundamental yang kuat 

jika ekonomi kerakyatan menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya 

saing tinggi. Pengalaman menunjukkan bahwa UKM memiliki ketangguhan 

terhadap goncangan perekonomian global.Oleh karena itu pemerintah terus 

berupaya mendorong pengelolaan UKM untuk meningkatkan SDM dan 

kualitas produk serta memberikan perlindungan kepada produk UKM agar 

memiliki daya saing.Dalam rangka melindungi produk UKM,  Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi UKM untuk mendapatkan standarisasi 

produk melalui pendaftaran merk dan sertifikat halal 

4.1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini 

Capaian indikator “Jumlah produk UKM yang terstandarisasi adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 2.8. 
Pencapaian Kinerja Indikator Jumlah Produk UKM yang Terstandarisasi 

 
Indikator Target Realisasi Capaian 

    

Jumlah Produk UKM 
yang Terstandarisasi 

40bh 45 bh 112,5% 

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM 

Dari Tabel 2.8 tersebut terlihat bahwa capaian indicator jumlah produk 

UKM yang terstandarisasi sangat baik yaitu dari target 40 UMKM yang 

mendapatkan sertifikat halal dan merek terealisasi sebanyak 45 UMKM 

atau dengan capaian sebesar 112,5%. Jumlah UKM yang difasilitasi 

standarisasi produk yaitu pendaftaran merk sebanyak 20 UMKM dan 

sertifikat halal sebanyak 25 UMKM. 

II.  Meningkatnya Kinerja Organisasi 

Berdasarkan hasil evaluasi Tim KemenPAN dan RB terhadap Sakip Provinsi 

Sumatera Barat terdapat perubahan pada indicator tujuan sehingga tujuan “ 

Meningkatnya Kinerja Organisasi dicapai dengan menetapkan sasaran strategis 

“ Meningkatnya tata kelola organisasi” yang diukur dengan 1 ( satu ) indicator 

kinerja. Tujuan , sasaran dan indicator dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 3  : Tujuan dan Sasaran Strategis II 

Tujuan “Meningkatnya Kinerja Organisasi” adalah hasil kerja dari orgnisasi 

sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pengendalian 

sumber daya baik SDM maupun keuangan serta pelaksanaan kebijakan, 

termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan berupa laporan pelaksanaan (Laporan Kinerja) setiap tahun. 

Tujuan ini dapat dicapai dengan sasaran“Meningkatnya Tata Kelola Organisasi 

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat” dengan indikator sasaran nilai 

evaluasi akuntabilitas kinerja. 

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui 1 indikator yaitu  nilai evaluasi 

akuntabilitas kinerjaPencapaian kinerja indikator sasaran “Meningkatnya Tata 

Kelola Organisasi”tahun 2021sebagai berikut : 

1.1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini 

Akuntabilitas kinerja pemerintah (Akip) adalah rangkaian sistematik dari 

berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan 

penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.  Nilai 

Akip merupakan penilaian terhadap konsistensi instansi terhadap 

penerapan reformasi yang berorientasi pada penerapan outcome dalam 

upaya mendapatkan hasil yang baik. Penilaian Akip mengacu pada 

indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kemen PAN RB, yaitu : 

1. Perencanaan kinerja dengan bobot 30% 

2. Pengukuran kinerja dengan bobot 25% 

Tujuan 

•Meningkatnya 
kinerja 
organisasi 

Sasaran 

•Meningkatnya 
tata kelola 
organisasi 

Indikator 

•Nilai Evaluasi 
Akuntabilitas 
Kinerja 
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3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15% 

4. Evaluasi internal dengan bobot 10% 

5. Pencapaian sasaran kinerja dengan bobot 20% 

Indikator sasaran, target dan realisasi tahun ini dijabarkan dalam tabel 

dibawah ini 

Tabel 2.9. 

Capain Kinerja Tahun 2021 
Sasaran 
Stretegis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan Target Realisasi Capaian 

    

Meningkatnya 
kualitas tata 
kelola 
organisasi 
 

Nilai evaluasi 
akuntabilitas 
kinerja kategori BB (70) 

B 

(67,30) 
96,14% 

Rata-rata capaian Sasaran 2    96,14% 

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM 

Berdasarkan Tabel 2.9 di atas dapat kami jelaskan bahwa Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas tata kelola 

organisasi pada tahun 2020belum berhasil dicapai. Rata-rata capaian 

sasaran hanya 96,14% dan termasuk kategori keberhasilan baik. Arti 

capaian 96,14% adalah tata kelola organisasi Dinas Koperasi, UKM 

Provinsi Sumatera Barat telah mencapai tata kelola organisasi yang 

maksimal karena masih dalam kategori sangat baik. 

Pada tahun 2020 Dinas Koperasi, UKM menargetkan nilai evaluasi 

akuntabilitas kinerja B ( 70,01%), Namun berdasatkan hasil penilaian 

Inspektorat Provinsi, nilai yang diperoleh adalah 67,30%, dengan rincian 

sebagai berikut : 

1) Perencanaan kinerja dengan bobot 30% dinilai 24,53% 

2) Pengukuran kinerja dengan bobot 25% dinilai 16,49% 

3) Pelaporan kinerja dengan bobot 15% dinilai 11,51% 

4) Evaluasi internal dengan bobot 10% dinilai 6,08% 

5) Pencapaian sasaran kinerja dengan bobot 20% dinilai 8,69 

2.2.  Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan 

Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang 



 

42 | RENJA 2023 

 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, tugas 

pokok Dinas Koperasi, UKM adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sedangkan fungsi Dinas Koperasi, UKM adalah sebagai 

berikut: 

1) Perumusan  kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah. 

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah. 

3) Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lingkup Provinsi 

dan Kabupaten/Kota 

4) Pelaksanaan kesekretariatan dinas 

5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan 

fungsinya 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, sesuai dengan amanah Permendagri 

Nomor 86 Tahun 2017 perlu dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi, 

UKM Provinsi Sumatera Barat. Analisis kinerja pelayanan merupakan analisis terhadap 

keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pada analisis layanan ini akan 

digambarkan indikator kinerja berdasarkan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera 

Barat periode 2016-2021 serta Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat 

periode 2021-2026. 

Sesuai dengan Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-

2021, kinerja pelayanan Bappeda diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1) indikator 

kesesuaian antar dokumen perencanaan; dan 2) indikator nilai evaluasi akuntabilitas 

kinerja. Sementara itu, berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-

2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 

2021, kinerja pelayanan Bappeda diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu 1) indikator indeks 

kualitas perencanaan; 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan 3) Tingkat kepuasan terhadap 

pelayanan internal organisasi.  Berikut pada tabel T-C.30 dapat dilihat gambaran analisis 

kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra 2016-2021 dan Renstra 

Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 :  
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Tabel 2.10 (Tabel T-C.30) 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat  

 

No. 

 

Indikator 

 

SPM / 

Standar 

Nasional 

 

IKK 

Target Renstra Realisasi Proyeksi 
 

Catatan 

Analisis 
Tahun 

2020 

(Thn 2-

3) 

Tahun 

2021 

(Thn n-

2) 

Tahun 

2022 

(Thn n-

1) 

Tahun 

2023 

(Thn n) 

Tahun 

2020 

(Thn 2-

3) 

Tahun 

2021 

(Thn n-

2) 

Tahun 

2022 

(Thn n-

1) 

Tahun 

2023 

(Thn n) 

 Renstra 2016-2021 :            

1 Persentase peningkatan nilai asset 

koperasi(%) 

- - 7 1,5 - - 3,41 2,29 - - - 

2 Persentase peningkatan nilai 

omset koperasi(%) 

- - 9 (18) - - (16,54) (7,07) - - - 

3 Meningkatnya skala usaha UKM 

binaan 

- - - - - -   - - - 

4 Persentase koperasi aktif(%) - - 55 79 - - 56,21 48,94 - - - 

5 Jumlah produk UMKM yang 

terstandarisasi (bh) 

- - 9 40 - - 9 45 - - - 

6 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja - - BB BB - - BB B - - - 

 Renstra 2021-2026 :            

1 Persentase peningkatan nilai 

asset koperasi 

- - - 3,76 4,11 4,45 - - - - - 

2 Persentase  peningkatan volume 

usaha koperasi 

- - - 1,94 2,14 2,18 - - - - - 
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No. 

 

Indikator 

 

SPM / 

Standar 

Nasional 

 

IKK 

Target Renstra Realisasi Proyeksi 
 

Catatan 

Analisis 
Tahun 

2020 

(Thn 2-

3) 

Tahun 

2021 

(Thn n-

2) 

Tahun 

2022 

(Thn n-

1) 

Tahun 

2023 

(Thn n) 

Tahun 

2020 

(Thn 2-

3) 

Tahun 

2021 

(Thn n-

2) 

Tahun 

2022 

(Thn n-

1) 

Tahun 

2023 

(Thn n) 

3 Persentase koperasi RAT - - - 62,13 64,13 66,13 - - - - - 

4 Jumlah UKM yang bermitra - - - 5 5 5 - - - - - 

5 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja - - - BB BB A - - - - - 

6 Tingkat kepuasan terhadap 

layanan umum dan asset 

- - - B B A - - - - - 

7 Tingkat kepuasan terhadap 

layanan kepegawaian 

- - - B B A - - - - - 
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Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa Dinas Koperasi, UKM Provinsi 

Sumatera Barat sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat 

periode 2016-2021 dengan indikator kinerja: 

1. Presentase peningkatan nilai asset koperasi yang diukur melalui perbandingan antara 

nilai asset koperasi tahun berjalan dengan nilai asset koperasi tahun lalu  

2. Presentase peningkatan volume usaha koperasi yang diukur melalui perbandingan 

antara volume usaha  koperasi tahun berjalan dengan volume usaha koperasi tahun 

lalu  

3. Presentase koperasi RAT yang diukur melalui perbandingan antara jumlah koperasi 

yang telah melakukan RAT dengan jumlah koperasi secara keseluruhan. 

4. Jumlah UMKM yang bermitra yang diukur melalui jumlah UMKM yang melakukan 

kerjasama produk dengan mitra-mitra UMKM.  

 

2.3.  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Pengembangan koperasi dan UKM disebabkan faktor internal dan fakor eksternal. 

Faktor eksternal yaitu (1) masih banyaknya koperasi yang kelengkapan legalitasnya belum 

lengkap; (2) masih adanya koperasi yang belum menjalankan organisasi koperasi secara 

baik sesuai peraturan Perundang-Undangan; (3) stigma koperasi ditengah masyarakat 

masih dianggap sebagai organisasi yang jadul sehingga perlu dilakukan perubahan menjadi 

organisasi yang modern; (4) Peran KSP/KSPPS/USP/USPPS koperasi dalam akses 

pembiayaan UMKM ekonomi produktif yang perlu ditingkatkan; (5) Sinergi dengan berbagai 

pihak dalam pengembangan usaha sector riil koperasi; (6) Masih rendahnya kemampuan 

pelaku UMKM dalam penguasaan IT untuk pengembangan pemasaran secara online; (7) 

Masih ada sebagian pelaku UMKM yang belum paham tentang Program Skim kredit 

perbankan dan Non bank. 

Faktor internal yaitu (1) Masih rendahnya penerapan teknologi informasi dalam 

memberikan layanan  transaksi anggota dan laporan keuangan; (2) Akses permodalan 

koperasi kelembaga perbankan/non bank, lembaga dana bergulir serta dunia usaha; (3) 

Kompetensi SDM pengurus/pengelola koperasi yang masih perlu ditingkatkan; (4) 

Seringnya terjadi mutasi ASN pada lingkup Kabupaten/Kota.

2.4.  Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Rancangan awal RKPD Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 

disusun berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021  dan membandingkan dengan rumusan 
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hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja 

pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi, UMKM 

Provinsi Sumatera Barat, dengan arahan Kepala Daerah terkait dengan program 

prioritas/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan. 

Setelah melalui tahapan pembahasan Renja 2022 bersama TAPD, tahapan. Hasil analisis 

terhadap rancangan awal kegiatan tersebut hingga menjadi renja yang siap untuk 

difinalisasikan dalam RKPD tersaji pada  Bab IV.  
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Tabel 2.11 

T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat 
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2.5.  Review Usulan Kabupaten/Kota 

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana kerja OPD 

adalah usulan kabupaten/kota yang disampaikan dalam Rapat Sinkronisasi SKPD terkait, 

Forum OPD dan Forum Musrenbang Provinsi. Untuk itu Dinas Koperasi, UKM Provinsi 

Sumatera Barat telah mengakomodir usulan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM 

Kabupaten/Kota yang disepakati bersama dalam forum OPD sesuai dengan target kinerja 

Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam draft RPJMD 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta mempertimbangkan anggaran yang telah 

dianggarkan untuk tahun 2018. 
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Tabel. 2.12 

Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun  2023 

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume 
Catatan 

1 Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM 

dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital 

Kab.Agam Jumlah entrepreneur baru 

tercipta urusan Koperasi dan 

UMKM (orang) 

200 orang Usulan diterima dan target 

disesuaikan dengan anggaran 

yang tersedia 

2 Workshop penumbuhan enterpreneurship Kab. Dharmasraya Jumlah UMKM mengikuti 

workshop (pengiriman utusan) 

100 UMKM Diakomodir dalam bentuk Bimtek, 

target disesuaikan dengan 

ketersediaan anggaran 

3 Sosialisasi sertifikasi halal dan merk Kab. Dharmasraya Jumlah UMKM mengikuti 

sosialisasi sertifikasi halal dan 

merk 

10 UMKM Usulan diterima dan target 

disesuaikan dengan anggaran 

yang tersedia 

4 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang 

Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan 

Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, 

Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 

Kab. Kep. 

Mentawai 

Jumlah entrepreneur baru 

tercipta sector Koperasi dan 

UMKM 

300 orang Usulan diterima dan target 

disesuaikan dengan anggaran 

yang tersedia 

5 Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Untuk Pengembangan Bisnis dan Perdagangan Digital 

Kab. Lima Puluh 

Kota 

Jumlah orang yang dilatih 200 orang Usulan diterima dan target 

disesuaikan dengan anggaran 

yang tersedia 

6 Pengembangan usaha dan bantuan peralatan UMKM Kab. Padang 

Pariaman 

Jumlah enterpreneur baru 

yang tercipta 

500 UMKM Diakomodir dalam bentuk Bimtek, 

target disesuaikan dengan 

ketersediaan anggaran 

7 Pelatihan kewirausahaan bidang UMKM Kab. Pasaman Terwujudnya pelaku UMKM 

yang memiliki wawasan dan 

keterampilan dalam 

meningkatkan produksinya di 

150 orang Usulan diterima dan target 

disesuaikan dengan anggaran 

yang tersedia 
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No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume 
Catatan 

masa yang akan datang 

8 Pelatihan, fasilitasi dan pemberian bantuan dalam rangka 

menciptakan enterpreneur baru 

Kab. Pesisir 

Selatan 

Jumlah entrepreneur baru 

tercipta urusan Koperasi dan 

UMKM 

150 orang Usulan diterima dalam bentuk 

pelatihan dan target disesuaikan 

dengan anggaran yang tersedia 

9 Pelatihan Bagi Usaha Mikro Kab. Solok Jumlah entrepreneur baru  

tercipta urusan Koperasi dan 

UMKM 

500 UMKM Usulan diterima dalam bentuk 

pelatihan dan target disesuaikan 

dengan anggaran yang tersedia 

10 Fasilitasi Peralatan Bagi UMKM Kab. Solok JumlahFasilitasProduksi 

danPengolahan,Pemasaran 

UMKM 

500 unit Usulan ditolak 

11 Fasilitasi sertifikat halal, Paten dan Merek Kab. Solok Selatan Jumlah Unit Usaha UMKM 

yang Mendapatkan Fasilitas 

Desain dan teknologi 

500 UMKM Usulan diterima dalam bentuk 

pelatihan dan target disesuaikan 

dengan anggaran yang tersedia 

12 Fasilitasi Pelatihan bagi pelaku UMKM Kab. Tanah Datar Jumlah Enterpreneur  tercipta 

Urusan Koperasi dan UMKM  

420 orang Usulan diterima dalam bentuk 

pelatihan dan target disesuaikan 

dengan anggaran yang tersedia 
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Dari tabel diatas dapat kami sampaikan bahwa usulan tersebut merupakan usulan 

dari kabupaten/kota yang dibahas dalam pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi dengan 

Kabupaten/Kota. Beberapa usulan dapat diakomodir karena usulan tersebut memang 

dalam rangka pencapaian program-program unggulan kepala daerah. 

Disamping itu ada beberapa usulan yang tidak dapat diakomodir karena  terkait 

dengan kewenangan Provinsi yaitu usulan bantuan sarana bagi usaha mikro. Kami 

menyarankan usulan tersebut dapat dialokasikan melalui APBD Kabupaten/Kota. 

2.6.  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan 

jaringan aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran 

pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang sedang direncanakan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat. Usulan 

program dan kegiatan ini berasal dari usulan masyarakat ya7ng mengusulkannya melalui 

Musrenbang yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, 

tingkat kabupaten/kota sampai tingkat provinsi, atau berdasarkan proposal 

program/kegiatan yang masuk ke Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat. 

Usulan program/kegiatan tersebut diinventarisasi dan dinilai antara kesesuaiannya 

berdasarkan nomenklatur baku yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan informasi 

usulan program/kegiatan yaitu jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan besaran volume 

kegiatan. Hasil inventarisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang memiliki 

kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat 

selanjutnya akan dipilah lagi berdasarkan prioritas, fokus kebijakan tahun 2018, Indikator 

Kinerja Kunci (IKK) yang ingin dicapai, dan implikasi terhadap capaian Renstra Dinas 

Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat maupun terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.  

Berpedoman Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/4627/ST  tanggal 18 

Agustus 2015 yang menyebutkan adanya ketentuan bahwa yang menerima hibah harus 

berbadan hukum, maka apabila ada usulan kegiatan dari masyarakat atau instansi terkait 

lainnya yang berkaitan dengan bantuan sarana, parasana dan modal, maka Dinas 

Koperasi,UKM Provinsi Sumatera Barat belum bisa memenuhinya. 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN  

 

3.1.  Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, peningkatan daya saing UMKM dan 

koperasi perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran penanggulangan 

kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan daya saing UMKM yang 

berkaitan dengan misi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui perbaikan 

produktivitas dan nilai tambah produk khususnya bagi usaha mikro yang sebagian besar 

mencakup masyarakat berpendapatan rendah. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan, serta perkembangan usahanya secara berkelanjutan.  

Di sisi lain, peningkatan daya saing UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 

dapat dilakukan melalui fasilitasi bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih 

besar dalam perekonomian nasional. Fasilitasi tersebut dapat mencakup peningkatan 

inovasi, penerapan standardisasi dan sertifikasi kualitas proses produksi dan produk, dan 

peningkatan jangkauan pasar, termasuk ekspor. UMKM juga dapat diperkuat perannya di 

pasar domestik melalui penurunan biaya transaksi dan promosi penggunaan produk dalam 

negeri.  

Khusus untuk peningkatan daya saing koperasi, upaya-upaya yang perlu dilakukan 

yaitu mendorong koperasi menjadi lebih mandiri melalui peningkatan dan penguatan 

partisipasi anggota koperasi untuk mengembangkan usaha bersama. Upaya ini diharapkan 

dapat meningkatan peran koperasi sebagai wadah bagi penciptaan efisiensi usaha, 

peningkatan posisi tawar, dan peningkatan jangkauan pemasaran bagiproduk-produk yang 

dihasilkan oleh anggotanya. Dampak yang diharapkan yaitu peningkatan kesejahteraan 

anggota koperasi baik secara ekonomi maupun sosial yang selanjutnya akan berkontribusi 

pada pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan. Selain itu, perbaikan kinerja usaha 

anggota koperasi juga diharapkan dapat mendorong kemandirian koperasi yang berlanjut 

pada peningkatan daya saing koperasi.  

Selain peningkatan partisipasi anggota, koperasi juga perlu diperkuat 

kelembagaannya. Hal ini dapat dilakukan melalui modernisasi tata kelola kelembagaan dan 

usaha koperasi sehingga dapat merespon perubahan pasar dengan cepat. Koperasi juga 

dapat diperkuat manajemennya untuk menjadi pengelola sentra dan organisasi klaster. 

Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi juga perlu diperkuat melalui perluasan 
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keterlibatan UMKM dan koperasi dalam jaringan produksi dan pemasaran, baik regional, 

nasional maupun internasional.  

Perbaikan tata kelola dan kinerja kelembagaan UMKM dan koperasi menjadi faktor 

penentu dalam pemanfaatan peluang pengembangan kemitraan, termasuk yang berbasis 

inovasi, investasi dan ekspor. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi juga 

diharapkan dapat berdampak pada perbaikan struktur pelaku usaha di Indonesia, terutama 

untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini penting untuk 

mengoptimalkan pengembangan bidang-bidang usaha tertentu yang akan lebih efisien 

untuk dijalankan dalam skala kecil dan menengah. UKM juga memiliki kapasitas yang lebih 

baik dibandingkan dengan usaha mikro terutama dalam merespon peluang investasi, 

kemitraan atau kerja sama usaha, dan perbaikan peraturan, serta perubahan pasar yang 

dinamis. 

Penguatan UKM juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber 

daya alam dan sumber daya tenaga kerja yang ada secara optimal. Dalam hal ini, UKM 

dapat menjadi avalis atau off-takerbagi usaha mikro yang mendominasi populasi pelaku 

usaha di sektor-sektor primer, serta memfasilitasi pengolahan produk primer menjadi 

produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. 

Peningkatan kapasitas UKM juga diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dunia 

usaha dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, yang ditandai dengan  

keterbukaan dan peningkatan persaingan pasar. Berbagai upaya penanganan isu daya 

saing UMKM dan koperasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan RPJMN 

2015-2019 yang berfokus pada pencapaian daya saing kompetitif berdasarkan kemampuan 

sumber daya alam, SDM danIptek.  

Kerangka kebijakan yang digunakan dapat dirangkum dalam suatu skenario 

peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam lima tahun ke depan seperti diuraikan 

secara ringkas sebagai berikut: 

1.  Kebijakan pemberdayaan UMKM diarahkan untuk meningkatkan skala UMKM dalam 

rangka penguatan pasar domestik dan pengembangan keunggulan global. Kebijakan 

difokuskan pada upaya-upaya: 

a. peningkatan produktivitas UMKM terutama berkaitan dengan kualitas sumber daya 

manusia (SDM), akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya, serta 

penyediaan insentif fiskal dan non fiskal; 
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b. peningkatan inovasi dan penerapanstandarisasi proses produksi dan produk/jasa 

UMKM; 

c. peningkatan kapasitas kelembagaan usaha melalui penguatan kemitraan berbasis 

rantai nilai dan rantai pasok; dan 

d. peningkatan jangkauan pemasaran produk dan jasa UMKM; 

2.  Kebijakan pemberdayaan koperasi diarahkan untuk meningkatkan tata kelola usaha 

koperasi yang difokuskan pada upaya-upaya: 

a. peningkatan dan penguatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi 

sehingga terbangun kemandirian koperasi; dan 

b. modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka 

memperkuat kapasitas koperasi untuk berperan secara optimal dalam pasar 

domestik dan internasional.  

Skenario kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi ke depan juga 

disusun berdasarkan potensi yang dimiliki oleh UMKM dan koperasi. Potensi terbesar UMKM 

saat ini yaitu populasinya yang besar, serta karakteristik organisasi dan usahanya yang 

fleksibel. Populasi UMKM yang besar merupakan modal untuk berkontribusi pada 

pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan 

skala produksi dan pemasaran. Fleksibilitasorganisasi, tata kerja dan pengelolaan usaha 

UMKM juga memberi kemudahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. 

Kapasitas Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019, UMKM umumnya dibangun dari 

sumber daya lokal (bahan baku, pengetahuan, keterampilan, dan tenaga kerja) juga 

menjadikan usahanya dapat menghasilkanproduk yang terjangkau bagi masyarakat. 

Potensi tersebut menjadikan UMKM dapat berkontribusi besar dalam penguatan pasar 

domestik, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama 

masyarakat.  

Sementara itu sebagai organisasi yang berbasis anggota, koperasi dapat 

menggunakan kekuatan partisipasi anggotanya untuk membangun kemandirian dan 

kemajuan usaha. Koperasi juga dapat mengembangkan skala yang memadai untuk UMKM 

yang bergabung menjadi anggotanya. Cara ini akan memungkinkan koperasi untuk 

meningkatkan efisiensi usaha bersama mulai dari pengadaan, produksi sampai pemasaran. 

Dengan misi ekonomi dan sosialnya, koperasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan 

modal sosial masyarakat serta kesempatan kerja bagi masyarakat. 
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Pengembangan UMKM dan koperasi juga didukung ketersediaan payung hukum, 

sumber daya alam dan SDM. Struktur peraturan yang ada sudah memberikan koridor yang 

jelas mengenai penyediaan dukungan bagi perkembangan UMKM dan koperasi ke depan. 

Ketersediaan sumber daya alam dan skala permintaan yang besar (populasi penduduk yang 

besar) juga menjadi faktor eksternal pendukung bagi perkembangan UMKM. Adanya 

budaya gotong-royong juga menjadi cikal bakal bagi perkembangan koperasi. Potensi 

UMKM dan koperasi juga dapat dilihat dari adanya dukungan dari berbagai pihak, baik 

pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait pengembangan usaha baru dan 

penguatan UMKM dan koperasi di berbagai sektor dan wilayah. 

Namun efektivitas penggunaan berbagai potensi dan sumber daya tersebut masih 

membutuhkan penanganan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM 

dan koperasi. beberapa permasalahan umum yang perlu dicermati adalah sebagai berikut: 

1. Struktur pelaku usaha nasional masih didominasi oleh usaha mikro yang informal 

dan memiliki akses ke sumber daya, kapasitas SDM, serta kontribusi yang 

terbatas; 

2. Penurunan kontribusi UMKM dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) di 

sektor-sektor dengan jumlah UMKM yang besar yaitu sektor pertanian dan 

perdagangan. Kondisi ini juga menunjukkankontribusi UMKM dalam peningkatkan 

nilai tambah di sektor-sektor produktif masih rendah; 

3. Populasi dan kontribusi PDB usaha kecil dan menengah yang rendah 

mengkonfirmasi masalah missing middledalam struktur pelaku usaha; 

4. Kesenjangan yang melebar antara produktivitas per unit UMKM dan usaha besar, 

dan antar UMKM di berbagai sektor; 

5. Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah dan kontribusinya dalam ekspor 

terus mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir; 

6. Kontribusi UMKM dalam investasi masih lebih rendah dibandingkan dengan usaha 

besar; dan 

7. Koperasi belum berperan optimal dalam peningkatan efisiensi dan posisi tawar 

anggotanya. 

 Ketujuh permasalahan tersebut perlu ditangani secara komprehensif dengan 

memperhatikan masalah-masalah spesifik terkait SDM, produksi dan pemasaran, 

pembiayaan, kelembagaan dan iklim usaha.   
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3.2.  Tujuan dan Sasaran Renja OPD 

Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan 

pelaksanaan Tahun ke-3 Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2021-2026. Untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, 

maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2023 mengacu pada rumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas 

Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. 

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2021-2026 yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Koperasi, UKM 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yaitu “Terwujudnya Pelaku koperasi dan UKM yang 

sejahtera”, dengan indikator tujuan adalah : 

1. Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi  

2. Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil  

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi 

Sumatera Barat yaitu:  

1. Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM, dengan indikator kinerja: 

a) Persentase peningkatan nilai asset koperasi 

b) Persentase  peningkatan volume usaha koperasi 

c) Persentase koperasi RAT 

d) Jumlah UKM yang bermitra 

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai 

Akuntabilitas Kinerja OPD. 

3. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat 

Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi. 

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra 

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka dapat 

digambarkan target tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera 

Barat  Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel 3.1 

Target Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2023 

Renja Tahun 2023 

Tujuan/Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Target 

Tujuan : 

Terwujudnya Pelaku koperasi dan 

UKM yang sejahtera 

 

1. Laju pertumbuhan ekonomi sub 

sector koperasi  

2. Persentase peningkatan 

pendapatan pada usaha mikro dan 

kecil 

 

2,14 

 

3,1 

Sasaran : 

Meningkatnya kualitas koperasi 

dan UKM 

1. Persentase peningkatan nilai asset 

koperasi 

2. Persentase  peningkatan volume 

usaha koperasi 

3. Persentase koperasi RAT 

4. Jumlah UKM yang bermitra 

4,45 

 

2,18 

 

66,13 

5 

Tujuan : 

Meningkatnya Organisasi yang 

Akuntabel dan Melayani 

 

- Nilai Akuntabilitas Kinerja 

- Tingkat Kepuasan terhadap 

Pelayanan Internal Organisasi 

 

79,25 

86 

Sasaran :   

1. Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja organisasi 

Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD 79,25 

2. Meningkatnya kualitas 

pelayanan internal organisasi 

Tingkat Kepuasan Terhadap 

Pelayanan Internal Organisasi 

86 

Sumber : Renstra Dinas Koperasi, UKM Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023 

 
 
 

4.1 Program, Kegiatan dan Sub KegiatanTahun 2023 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Koperasi, UKM  

Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 

Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020  adalah 

sebagai berikut : 

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 

Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan 

daerah provinsi. 

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian 

penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. 

2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 

Sasaran dari pogram ini meningkatnya jumlah koperasi yang mengurus izin usha 

simpan pinjam sehingga pelayanan kepada anggota menjadi lebih baik . 

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase fasilasi penerbitan 

izin usaha simpan pinjam koperasi. 

3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 

Sasaran dari pogram ini meningkatnya jumlah koperasi yang mengelola koperasi 

sesuai dengan peraturan perkoperasian yang berlaku. 

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase koperasi yang 

menndaklanjuti rekomendasi pengawasan 

4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 

Sasaran dari pogram ini meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan cukup sehat. 

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Jumlah koperasi sehat. 

5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 

Sasaran dari pogram ini meningkatkan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM sehingga 

koperasi dapat dikelola secara baik dan UMKM dapat meningkatkan daya saing. 
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Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Jumlah Koperasi dan Usaha 

Kecil yang dilatih. 

6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 

Sasaran dari pogram ini memberdayakan usaha koperasi sehingga koperasi dapat 

berkembang baik dari segi kelembagaan maupun dari segi usaha koperasi.. 

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Jumlah koperasi modern. 

7) Program Pemberdayaan UMKM 

Sasaran dari pogram ini memberdayakan UMKM sehingga UMKM memiliki daya saing 

dan meningkat usahanya . 

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Jumlah produk UKM yang 

terstandarisasi. 

8) Program Pengembangan UMKM 

Sasaran dari pogram ini meningkatkan usaha UMKM sehingga UMKM naik kelas dan 

memiliki mitra usaha . 

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Meningkatnya usaha kecil 

yang menjadi wirausaha 

Berdasarkan program tersebut di atas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

Tabel. 4.1 
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 

 

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

PENUNJANG URUSAN 

A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

I Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasiKinerjaPerangkat Daerah 

 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

 2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 

 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
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PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

 5 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN 

 6 Penyediaan Administrasi PelaksanaanTugas ASN 

 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD 

 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

 9 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 

 10 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

IV Administrasi Kepegawaian Perangkat  Daerah 

 11 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

 12 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 

V Administrasi Umum dan Perangkat Daerah 

 13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 

 14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

 15 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

 17 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

 18 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

 19 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

VI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 20 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

 21 Pengadaan Mebel 

 22 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

VII Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
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PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

 23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

 24 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

 25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

VIII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 26 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

kendaraan Dinas  Jabatan  

 27 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

 28 Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya 

 29 Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya 

 30 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan lainnya 

B PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 

I Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan 

Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi 

 1 Fasilitas Izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah 

Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi 

C PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 

I Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya lintas daerah 

kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi 

 1 Meningkatan akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan , Kesinambungan dan 

Memberikan mnafaat yang sebesar besarnya ke pada anggota dan masyarakat 

 2 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundanga-Undangan 

dan terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, mandiri, tangguh serta 

Akuntabilitas 

D PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 

I Penilaian Kesehatan koperasi Simapn Pinjam/Usaha Simapan Pinjam Koperasi yang 

wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi 
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PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

 1 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 

E PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERINDUNGAN KOPERASI 

I Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah 

Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 

 1 Perluasan Akses pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi 

dan Restruktulisasi Usaha 

 2 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, 

Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan 

Restrukturisasi usaha 

F PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 

MIKRO (UMKM) 

I Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 

Kemudahaan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku 

 1 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang tangguh dan 

mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Laporan Kerja, Pemerataan 

Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan 

 2 Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas UMKM dan 

kewirausahaan 

G PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 

I PengembanganUsaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi 

Usaha Menengah 

 1 Produksi dan Pengolahan Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain 

Teknologi 

 2 Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan 

penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM 

H PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 

I Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah 

Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi 

 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan 

Kompetensi SDM Koperasi 
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Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang SistemInformasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menyusun 

Program/kegiatan/sub kegiatan sesuai peraturan dimaksud dengan 8 Program, 15 Kegiatan 

dan 41 Sub Kegiatan. 

4.2  Pendanaan 

Sumber pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatanTahun Anggaran 2023 

adalah APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023  
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Tabel 4.2 (Tabel T.C-33) 

Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 
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BAB V 

PENUTUP 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Sumatera Barat Tahun 2023, merupakan 

penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Tahun 2021-2026 dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Dengan 

berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan 

fungsinya, Renja Dinas Koperasi, UKM Tahun 2023 merupakan dokumen rencana 

operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023, guna 

mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka 

pendek Tahun 2023. 

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2023 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menjalankan tugas dan 

fungsi Dinas Koperasi, UKM serta sebagai acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan 

Pembangunan dalam kerangka penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2023. 

Dengan ditetapkannya Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2023, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2023. 

  


